BUPATI TEMANGGUNG

PERATURANBUPATI TEMANGGUNG
NOMOR |? TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA
BUPATITEMANGGUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwak.Uan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.03/3-
I/112011  tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Persetujuan
Penganggaran = Mendahului Peraturan  Daerah  Kabupaten
Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah Tahun Anggaran. 2011, sebagai landasan
operasional  pelaksanaan  anggaran sebelum  ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Temanggung tentang Penganggaran Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2011;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lmgkungan, Proptnsl Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Ifndang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569 ),

3. Ondang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75;:a~m...han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851~



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendabaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Noror 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1-421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Uodang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-009 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerab [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2-004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republy



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republtk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembatan Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dlubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4588);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor 165, Ta—~——an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593)~



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaao
Barang Milik Negara/Daerah sebagai:mana telah dlubah dengao
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 terrtang Perubahao
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerlntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partal Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nornor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmplnan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan Anggota
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerab Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor S Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung

2008-2028 (Le~b;t';P Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor J)]




36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan =~ Daerah  Kabupaten = Temanggung  (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Daerah
Kabu paten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPIPD) Tahun 2005-2025  (Lembaran Daerah Kabupaten
TemanggungTahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarlat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah ~ Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Temanggung [Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah ~ Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong
Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksan:
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupate~




Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 21);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pernbangunan langka Menengah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerab Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklarne (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabubpaten
Temanggung Tahun  Anggaran 2011 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

54, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN MENDAHULUI
PENETAPAN PERATURAN OAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam lamplran Peraturan
Bupati ini merupakan bagian yang ndak terplsahkan dengan Peraturan Bupati Ini,

Pasal2

Rincian Penjabaran  Penganggaran Mendahului Penetapan  Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan dlcanturnkan di dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD).

Pasal3

Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupate~ ~/
Temanggung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~




merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupateo
Temanggung tentang Perubahan Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten TemanggungTabun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerab Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
padatanggal L - f<ll-/4.]~ 4" 11

SEKDA

ASISTEN
-t- /-t+ / 111

KABAG HUKU

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ~ yf~~ . oll

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

)

BAMBANGAROCHMAN

SERITA DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR ,1r




Lamplran

: Peraturan Bupati Temanggung

Nomor
Tanggal:

PENGANGGARAN MENDAHULUI PEN ETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENT ANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2011
| BERTAMBAH/ |
NO SKPO KECIATAN APBOTA 2011 (BERKURANC) [UMLAH
I |
“1 ' | O/NAS PENDIDIKAN | 1. Rehabllltasi sedang/berat bangunan 0 22.171.155.000 12.111.1s5.000
sekolah i
o o 2. Pendamplngan OAK Pendidikan 0 2.380. 795.10s 2.380.793.205
3. Dana Percepatan Pembangunan - | o 218.677.000 218.677.000
Infrastruktur Pendidikan {OPPIP) o . T ______3
e Y Pengembangan SMA/SMK | 0" 178.930.000 178.930.00
-r - 5. Pengadaan AlatbengkelSMK [ " 0 101825000 101.825.000
...... —_—— -t%6. Pendampinga~"liantuan Gubernu~......- 0 e 63.250-:000 T 763250,000
Olkdas
— 7. Rehabilitasi sedang/berat bangunan 24.625700.000 - 432.100.000 25.057.800.000
sekolah ) .
[—--1— ——— --|-8—P—erbalkaardikn — as o Hmm—— 0 25.000.000 25.000.000
~ |——-—————--9 Pendidikan unru$emua (Ban-Cub) 40.000.000 (40.000.000). O
—e- . - |io-.—K—egi—-ata- n--B-os —— 1 —-- - 0 . 39840312000 39.840312000
;WT; - ~ 7 7|'ii. Pendampingan kegiatan BOS B - 0 325345000 325.345.00ir
~2...| OKK t. Pengadaan sarana dan prasarana 5.684.800.000 478700000 ' 6.163.500.000
. puskesmas, pustu, dan PKO .
B o b Pefidamipingah OAK' T T T T EEEEI000 T 1364960007 790248000
T e ] K oo — — == 2-0-0.-00—0—.0—0—0'— 1~ — 060300000~ 0—+ — — sa@f-b"o..,.
...... ... — — —-1-4.""pemeriksaarkesehatan lingkunga,i'—— """~ —— r wn-1.8'fio—0—0'0"— —7-.-50-0-0-0_(
- —— N 'Sl Pendamplngan mJukan maSki~;;On — 0 ...... 7””3||0IHIl.olollll=.0.|V|V00llllo+___:3"7‘0'|l" N0'0.0
. f [amkesmas i
1, - Rehabiltasi/pe'nieliharaan [alan -——3-5-33-8-0-0-.0-00.....i..--2—.01'6.88)856(0.000
2. Rehabﬂlatsl/pemeUharaan jaringan 2.656.600.000 ... 3.507.100.000 6.163.700.000
irigasi N | P |
_______ 37 Rehabllitasi/pemeliharaan jaringan air 708.200.000 1192.100.000 900.300.000
bersih/air minum
1-—JCc——-— ... T e TS T 639.20ii""ci""00~+— — -20-1~4-0-0.—00""0-1 - — —s}~46—.
4. Sanimas
B 5 OAR Perubahan dan pemuktman 0 .>=—1-614-20-0-0-0_01-—1-§-1—
===~ badampingan T o asioszioo T esdisoo |
Rehablltasi/pemeUbaraan Jalan o — e R |
l-—l-— = 7. Penda~plngan 310.886.000"" 403316.000 714.202.000
Rehablliatsi/pemeliharaan [aringan
irigasl
—— 1--8.-P-endampingan o - 758.031.000° 26.894.000 784.925.000
Rehabllltasl/pemeliharaanJaringan air
bersih/air minum . " — |
L 9. Pendampingan Sanimas t0392il'000 +— —29.036000 - —132.956.000
1-——fl ——— 10. Pendampinggm OA K P e.-r-ub_a h-an_da_ n 0 209.846.000
pemukiman )
- - 11. DED Reno—vasM—|—asjl dAgun g e 0—~ ..—91000.000 97.000.000
Temanggung
1--—1-—-——— — ——+1-2-— emb, Ged~ng"P;m—ud-a-d"a-n— —-+—-——-— 169.000.000 169.000.000
Kebudayaan .
—- , ——— T — e — et e o=C-C—~, . 1
13. Pendampingan Pamslmas 907.500.000 422.500.000 1.330.000.000
. 14. Perbalkan Jembatan i<it—ip u—fete——"I--— ——- . 0 (300.000.000 L£.500,000.000
Cemawang




SKPD ICEGIATAN

APBDTA2011

BERTAMBAH
fBERKURANGI JUML.AIf
]

L —

l1-—1 ————+———--_J1IS. Peningkatan jalan Kebraman-Muncar 0 450.000.000 450.000.000
16. Perbalkan pengaman tebing Sungai - — = 0o ——-300000.000 300.000.000
Mojotengah Kedu
........ | —-++———-o |:'rerbalkan sarana air bersih dansaju-ra |n .. ST 486-000066 T 112050000000 |
Irlgasi Jlegoqg Kee. Bejen )
l-—t-— —— — —— 1-8—.—P—e—nififieSanggrahan""" 298691700 |~~~ 898¢97 700
——{'--———+—-— —— —1]9. Pendampingan Reklamas!| gallanC i 50.000.000 ﬁ7'50'0060_|_ 687500.000
Kledung
Z0. Peningkatan 2 jembatan dijalan - —r—————0-1  —-4-65.000--¢1fc 465.000.000
Krempong Karangseneng
N - |11~Keberslhan Kawasan'Ai"'o o n'—al~050 n-——=---—..., o0-1--=2--596-5-0-0-0--1----—59--J6-5-.
- — — =122 Pe-n-yus u Rrap B r da—Re t ri-Brus;—~--——---0-l--— —-2-0-2.0-0-0-0-0"1-— — —210-2-
Kebersihan dan Pengelolaan
______ Persampahan
23. Pemeliharaan rutin jalan 1500.000.00ir *— — 1.-3s—0-.0--0-0.-00—0-"-** — 7—_€5 - 0.ii0
I A e -— — —|-24- -P-agkeb—n— dradmspivr a’m b at—-+--— — — — — 0-1 $0.000.0-a2 150.000.000
jalan Gajah Mada Ke!. Sidorejo
-- |'— —r-m——— |25, Perbalkan lernbatan kalibruk \— — — —v———— - - — 0+ ---2- SO~001f00 0. 250000000 (
pandemulyo Bulu YU -
26. Pengadaan 1 Truk Arm Roll dan 5 0 450.000.000 450000.000
...... Kontainer
e g S, [ L1
41 —BAP-P-ED A - - --———-1-1.— Pengkajiandanforahssgu’;;-an —"— — — — — - 0"+ — —-2-93-.-00=0= 0% 3u9-600
m— — —-=1-2--P-e—nyu'si;nansir.ipegcepataa— — — 1 - — —~0-... T50.000.000 $0.000-:00
pernbagungn ekonomi 2012-2014 ]
. S 3. Pendampingan program o T T T0 T TT300000000 30000006
perumahan/bantuan stimulan
pernbangunan perumahan swadaya . .
. - 4. Fasilitasi pengernbangan pasar B 0 30.000.000 30.000.000
i ‘ Agropolitan 1
5. Pendidlkan Untuk Semua - —_1 T '61' © 740000000 40,000 630
] e _—_— , -l
—5{-o0,sHUKcMIN F O , 1 D AKdselaniatantransportasi darat 6 - 3.600.000. 243.600.000
- ———-v——— —[-2-P ¢ n pdagam OAK KeseYamiian— — — 1 - — — — — — — 0+ 19232000 . 39232.000
transpcertasl darat
T —— 3. Pengadaan llaser (MTsN Parakan, 2 RSU ' - _'l“_"””"”‘(j_ao_(i)‘(i T T 760.000.000
Jembataa Kali Kuas. PKU/SD Muh Bulu) ''''' . '
R 4. Pemeliharaan dan operasional S 0 ©725370000 _2_5_37_0@0“
\...= kendaraan MCAP
L Ju.———— T — e - B
6 | INSPEKTORA —T— —--1-P—e—niia-ia n an g- ~ka k r ed t-1-d-an—s—e—r —tiftika - - +— —34-.-22-0- 0~0= '0_3 4 22'0'()&)“!
JFA ;
-2, Penyusuna1'PKJ Yf— e — — ] — — — Tt ——0—~ j"0.34il]o0""'-— — —3-0-3--4-80 0]
- S UG Y S — [ _ .
.-, o ~ —————— U, e C. — . L
7 | BKB-PP 1. Pengadaansarpras Mobil!tas 599.750.000 (49.793.300) 549.956.700
........... z:-Pengadaan sarpras-KB 300.050.000 58.537.900 359387900
- e g e e e e B v T Fvre :
- 13 Pengadaan gedungalac kontrasepsl . 126.355.400 126.355.400
I 4. Pendampingan Pengadaan sarpras“._“ o _68_24H.Z)0(t 1195000  69.439.000
Mobllitas .
————— ——we- .., ———I-5——Pe ndam-p-in g an P en—ge&—d—aa—n—smﬁm— e 17-936.70.07 7 33561700
1-—]——- .. 1-6-—P-en d a m pin g anP e nga--d-aa-n-g-ed—o-h-g-al20ti:3 4 2-7-0-0-1— — —2-0-Y4—.34]
''''''' kontrasepsl . |
7. Pengadaan perlengkapan gedungkantor 5.000.000 ~ 20.000.000 ‘ 25.000. 000
d" Loisou K C APIC 1.Persi a pa n p e-la-ks—an a a ne—KT— P —- ..St 3249 0.0-80-62-4-9ii'0fB00
—— S ~—— — e S
1- S — Al —_—— - R —_———_————~
9 | BLLI 1. DAK LingkunganHidup 936.000000 (500 000) 935.500.000
- 2 Pendamplngan DAK Lingkungan Hldup 101640—00707,7 °]-2—6—as-.0—-0—0-1-— —"14-0,p2S.00(
e e e ] —I




J KEGIATAN APBD TA 2011 BBRTAMBAH/ JUMLAH
_ TLIISTITITOULININNNNINININT 10001 . 112111102120, (cams mcommtinin~2221111111 1,

SATPOLPP Pengendaltan keamanan lIngkungan 49.645.500 73.000.000 122.645.500
—————— e e e e ] <
= ——— = rr————— (- t———m— ot ....4

11 BAGIANUMUM 1. Pengadaan kendaraan dinas roda?2”” o0l 214 000.000 214.000.000"°[ 2
[ I | [ — S ——  [—
12 BAGIAN HUMAS 1. Pengtslan mater! pada vldiotron 0 15.000.000 15.000.Q00
S RS B I o T -]
13 BAGIAN 1. Penyelenggaraan pameran 0 135.000.000 135.000.000
PE~KONOMIAN
—1 -l _ S — -l ___1
14 DPPKAO 1. Pemeliharaan kendaraan operaslonal 0 '17.400.000 17.400.000
1 1 ‘ mantri pajak 1
. Pengelolaan BPHTB dan pajak Air 0 " 302340000 202340000
| 1 Tanah " .
I B 3. Insentif ‘pemunguran paj&k daerat/ 0- 787189.673 787.189.673
([ P  Q— L (R —— R | —— N
1o loe e ] - ___ 1—————— S
15 BKO. 1. Ujian sertifikasl pengadaan barang dan 0 82.140.000 82.14.0.000
jasa
16  KKP 1, Pengembangan pangan iokal ubi kayu 0 420.945.000 420.945.000
‘mekarmanlk
| | E ] S T— 1
.,:17 DIST A N BUNH UTl .P e m b-in a an , pe n g—en—da]—ia—n—yda——an—0+——24-5-3-4-510-.0-00—s— — —4-53— 4
pengawasan gerakan rehabilitasl hutan
dan lahan
2. Peningkatan sarpras usaha tani 4.900.000.000 287.100.000 s.101.100.000
tanaman pangan, hortikultura, dan
petemakan
-- | 3. Pendarnplngan Peningkatan sar:pras -—{—--—---6--34 8 6 6 S 0 00,30 5 24+0-00-+———064—]—9-1
usaha tani tanaman pangan.
1 fem hortikultura. dan petemakan
4. Pembinaan, pengendalian, dan 824.200.000 187.500.000 1.011.700. OOO
pengawasan gerakan rehabilitasi hutao
danlahan
5. Pendampiogan Pernblnaan, 244.000.000 70.406.000 314.406.000
pengendalian. dan pengawasan gerakan
| 1 rehabilitasi huran dan laban
Tt T 6. SLP'IT Padi Unggul (Mikongga) | =7 7T°™  414500.000 414.500.000
*-|-7. Alat ekstrak tembakau 206.600.000 206.600.000-
1____1 __________ _|_ _______________ . ______a nnil U AP
| 8. Operasmnal lab kultdr jaringan 0 1000. 000 3’0 000. 000
o T T ] "9, Promos! produl?—produl% pertanlan """ 0 35.000.000 35 Obb OOO
10. Pengembangan padi organik 0 370.000.000 370.000.000
i Pengadaan pupuk organik SLPHT ———4418So.0ii0 - 189.000.000 630.580.000
_fembakaw S B
12. Pengendalian bama nkus 0 200.000.000 200.000.000
(P — - o Sy -
1 '1'8"1'D'IN7%1GN_ - _Atl Péngembangan pefikanao budidaya dan  ~1:680.000000 — "~ ~ 656.500000 ~2.536:500.000
pemasaran basil perikanan
2. Pendamplngan Pengembangan "~ —11-5.-000-.0-00-—— g oy ~* = 1343830000
perikanan budidaya dan pemasaran
basil perikanan
g S —— A —— S I — l——— -1
19 'BAPELUH | I_ Penmgkatan produksi jagmg 0 —k- 7 497.800.000 _1_4ﬁ%07060"__ 1
ot et i~ e
2. Pemberdayaan THIL-TBPP 0 [ — —-225.000.( O@—l— —225.000.000 _1
> LI
1-2-0-1-BA P E RMAO E S---+-.—D-wkun g-anT M M D o ————1i.:S-0"0"-0—00-+ - —— - =7-:3""8:-.2--2.S...00.,...- — --::--91"}
[ R—— T
2. PNPM lotegrasl 5.887.060000° 1250.0007000™ 137 000.000
- ———— C —=e—— -3. Fasilitasi';fc;——— — — — — — — — t———20.0<)°0:0—0—0-+--.. 1 0.000.000 30.000.000
e O S s e i
21  KPPT I"—cetak Plat ,Mll" e e e — — 0] = = — —1~8.80-0-0-0-0-] - — — 2~§~.5~0

iyl — R — S — R N — 1




BERTAMBAH/
NO SKPD KEGIATAN APBDTA2011 "BERKUMNGI JUMLAH
22 | RSUD i, Pemindahan dart polly Jama ke polly 0 95.649.850 95.649.850
baru
N - 2. Pelebaran Jalan masuk Polly baru RSU 0 100.000.000 100.000.000
- 3. Penunjang akreditasi pelayanan RSU 0 61.850.000 61.850.000
23 | SETWAN 1. OED Renovasl Gedung DPRO 0 100.000.000 100.000.000
[UMLAH 59.790.173.000 91.938.359,128 | 151.728532,128
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